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ABSTRAKSI 

PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP KETERANGAN TE AKW A 
DALAM PERKARA PiDAl~~A PEMB\.JNUHAN r~tENURUT KIT AB 

UNDANG-UNDANG l:tUKUM ACARA .. PIDANA 
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) 

OLEH 
ABOUL HAKIM HARAHAP 

NIM: 08 fl40 0315 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Dalam persidangan terdak:wa kerap mencabut kembali keterangan 
pengakua..'1 yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang p~ngadilan. 
Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti 
n1emberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya 
mengutarak:an dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak: pidana yang 
disangk~l(an. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengak:uan yang tercatat 
dalam Berita Acara Penyidlkan (BAP), ak:an selalu dicabut kembali dalam 
pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdak:wa, · mencabut kembali 
ketera.'1ga'1 penga.t~11a.~ )'a.'lg tercatat dalam B~AJ>, ha.."'lya satu dua ... ya.r.'lg te.tap 
bersedia mengak:ui kebenarannya. 

Untuk membahas hal tersebut mak:a diajukan permasalahan bagaL.-nan.a 
kedudukan keterangan terdakwa dalam suatu pemeriksaaiJ. · ,tindak '·-pidana . ·~ 
pembun11han dan bagaimana ak:ibat hukum tetjadinya perubahan keterangan 
terdakwa dalam kasus pembunuhan di kepolisian dengan di depan pengadilan. 

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian · secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan. 

Setelah dilakukan penelitiae maka diketahui kedudukan · keterangan 
terdakwa dalam suatu pemeriksaan tindak pi dana pembunuh~'l adalah .merupakan 
salah satu alat bukti, dengan syarat: Keterangan yang diberikan harus atas 
sumpah. Sumpah tersebut diucapkan sebelum atau sesudah mcmberikan 
keterangan, keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau 
menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu dan 
keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini dengan sadar diketahui 
oleh saksi (pemberi keterangan) tersebut. Akibat hukum tetjadinya.·-:pembahan 
keterangan terdakwa dalam kasus pembunuhan di kepolisian dengan di depan 
pengadilan, maka keten~L6an yang dipakai oleh hak:im adalah keterangan yang 
dibuat di depan persidangan. ' 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat 

dignnakan sebagai alat bukti adalah : 

1. Keterangan saksi. 

2. Keterangan ahli. 

3. Surat. 

4. Petunjuk. 

5. Keterangan terdakwa. 

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan 

saksi, se!<mjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada 

urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (bewijsvoering) dalam hukum 

acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang 

disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bu,lcti (bewijskracht) 

yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. 

Dengan kat~;t lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana 

diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap hams hati-hati, dan cermat dalam 

menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting 

dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa. 
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Penulis dalam penulisan hukum ini tidak akan membahas lebih jauh 

mengenai alat ' bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk karena 

keempat alat bukti tersebut secara umum sudah lebih dikenal oieh pihak dan 

pej abat yang bersangkutan pada ser:ma tingkat pemeriksaan dan tidak ban yak 

menimbulkan permasalcllaa dalarr. penerapannya dalam persiciangan. Lai~ halnya 

d~ngan alat bukti keterangan terdakwa yang kadang kala masih sering 

menimbulkan permasalahan, baik mengenai eksistensinya sebag<'-i alat bukti yang 

sah, masalah kekuatan nilai pembuktian dan penerapannya di persida..'1gan, maupun 

kedudukannya sebagai alat bukti terakhir di dalam Pasal184 ayat (1) KUHAP. 

Bila melihat urutanjenis alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka 

keterangan terdakwa merupakan alat bukti yru.1g teralr ... l1.ir setelah pettt.'l.juk. i\ ... ka..1 

tetapi karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, mak:a dalam 

hal yang demikian petunjuk hanya bisa ci1peroleh .>etelah lebih dahulu memeriksa 

terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir 

I 

sebagai alat bukti. Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya 

keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam 

penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai 

alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan. 

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan t::~,, iP.kwa adalah apa yang 

terdakwa nyatak:an di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia 

ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang 
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memuat informasi te11tang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, 

maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah 

cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan 

palsu yang dibuat oleh terdakwa mengeeai hal ikhwal kejadian atau peristiwa 

pidana yang terjadi. 

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan 

yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikar_'1ya kepada 

penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara 

PenyicHkan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umurnnya berisi pengakuan 

terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 

Terhadap keterangan di muka penyidik dan keter&.igan dal&.u persidanga..1 

harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan 

tersangka, sedangkan keterangan yang dibenkan daLam persidangan disebut 

keterangan terdakwa. 

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam persidangan terdakwa 

kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan 

penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang hila melihat bahwa 

setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik 

sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan .~. lcmnya perbuatan 

tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya 

pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Abdul Hakim Harahap - Peninjauan Kembali Terhadap Keterangan Terdakwa dalam Perkara ....



4 

dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, 

mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua 

yang tetap bersedia mengakui kebenarannya. 

Adapun alasan yang kerap dijadikan dascr pencabutan adalalt bahwa pada 

saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa. atau diancam 

dengan kekcrasan baik fisik manpun psikis untuk mengakui tindak pidana yang 

didakwakan kepacianya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa 

pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan 

di dinding, dan segab macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka 

terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. 

Seha.rusnya seorang penyidik dalam hal melakuka11 pemeriksaan dengan mengingat 

aturan-aturan yang ada sehingga keterangan terdakwa ~dak dibuat di depan 

persidangan pengadilan. Begitulah selalu alasan yang ym.1g melandasi setiap 

pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. 

D!tinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan 

syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan 

! 

berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis. Sepintas terkesan bahwa 

syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga 

diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. AkE " tetapi, pada 

kenyataannya tidaklah demikian karena temyata dalam praktek di persidangan 

pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai 
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penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam 

praktek di persidangan hakim tidakla.h mudah menerima alasan pencabutan 

keteraagan terdakwa. 

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan !\.eterangan terdakwa adalah 

mengenai eksistensi keterangan tE:rdakwJ. yang dibcrikan di lt:ar sidang, dalam hal 

digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan 

sebagaimana ketentuan rasa! 189 ayat (2) KutiAP. Sebab sesuatu hal yang fungsi 

dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka 

kedudukannya pu..11 telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa 

pada tingkat penyidikan. 

Pembahasan skripsi ini akan mengetengahkan peninjauan kembali 

keterangan terdakwa dalam perkara pi dana pembunuhan. Artinya ada pengingkatan 

keterangan terdakwa sewaktu dalam penyidikan dengan pemeriksaan di depan 

pengadilan dalam kasus pembunuhan. 

Masala"l pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa 

permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut 

terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah 

menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk 

mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempuny ; judul: 

"Peninjauan Kembali Terhadap Keterangan Terdakwa Dalam Perkara Pidana 

Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". 
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A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Sesuai ·dengan judul yang diajukan di atas yaitu "Peninjauan Kembali 

Te:-hadap Keterangan Terdakwa Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", maka berikt~t ini adakan diberikan 

pengertian atas judul yang diajukan secara timQlogi, yaitl!: 

Peninjauan Kembali artinya adanya upaya merubah sesuatu hal yang 

sebelumnya diberikan kepada sesuatu yang baru. 1 

Terhadap adalah kata sambung yang menjelaskan bagian atau sisi dari suatu 

objek ke objek lainnya.2 

Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang 

dituduh melakukan suatu tindak pi dana di depan pengadila..'l. 3 

Dalam Perkara Pidana Pembunuhan adalah suatu lingkup penelitian yang 

menjelaskan bahwa tuduhan yang diajukan kepada terdakwa adalah n~elakukan 

pembunuhan. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah undang-undang 

yang merupakan landasan hukum pembahasan judul di atas. 

Dengan judul di atas maka dapat diberikan penegasan bahwa skripsi yang 

diajukan ini membahas tentang pelaksanaan peninjauan kembali terhadap 

1 Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 
2003, hal. 177. 

2 Ibid., hal. 551. 
3 Ibid., hal. 291 . 
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keterangan seorang terdakwa yang pemah di£Yukannya dalam pemeriksaan di 

depan kepolisian dengan keterangan yang dibuatnya di depan pengadilan dalam 

kasus pembunuhan, dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri 

Medan. 

B. Aiasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan pemilihanjudul dalam skripsi ini adalah: 

1. Penulis ingin mengetahui kedudukan ketenmgan terdakwa sebagai alat hukti 

dalam suatu persidangan di depan pengadilan. 

2. Penulis juga ingin rnengetahui suatu akibat hukurn dari adanya perubahan 

keterangan terdakwa sewaktu dijalankan pemerLlcsaan di depan 

dengan pemeriksaan di depan pengadilan. 

3. Dalam kajian ini penulis juga ingin mengetahui syarat-syarat yang ha.rus 

dipenuhi agar suatu keterangan dapat diterirna di depan persidangan. 

C. Permasalahan 

Adapun rumusan rnasalah dalarn penelitian ini adalah : 

1. Bagairnana kedudukan keterangan terdakwa dalam suatu pemeriksaan tindak 

pi dana pembunuhan? 

2. Bagairnana akibat hukum terjadinya perubahan keterangan terdakwa dalam 

kasus pernbunuhan di kepolisian dengan di depan pengadilan? 
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D. Hipotesa 

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang 

dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus 

ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang 

perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yar1g diperoleh dalam 

pembahasan selanjutnya. 

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka 
harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu 
selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat 
dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. 
Oleh sebab iu bisa saja terjCldi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah 
dihipotesakan itu temyata terjadi tidak demikian setelah diadakan 
penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang temyata kebalikannya. 
Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.4 

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi m1, 

maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut : 

1. Kedudukan keterangan terdakwa dalam tindak: pidana pembunuhan amat 

mendukung dalam mengungkapkan kebenaran di depan peradilan dan 

mendudukkan saksi dengan bahan pembuktian lainnya. 

2. Akibat hukum ter:jadinya perubahan keterangan terdakwa dalam kasus 

pembunuhan di kepolisian dengan di depan pengadilan maka pengadilan harus 

mengambil keterangan yang ada di depan pengadilan. 

4 Abdul Muis, Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fak. Hukum USU, 
Medan, i990, hal. 3. 
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E. Tujuan Pembahasan 

Tujuan · penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi 1m 

adalah sebagai berik:.:t : 

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mensapai 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Med:m Area. 

2. Memb~rikan sumbangan pemikiran tagi masyarakat luas tentang kedudukan 

keterangan terdakwa dalam suatu tindak pi dana pembunuhan .. 

3. Di sampi.'1g itu penulis mengharapkan agar skripsi irri menjadi sumbangan 

terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat 

bagi instansi terkait seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data 

yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi 

suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain 

dipergunakan : 

1. Penelitian Kepustaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang masih bersifat 

teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun 

pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara 

mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasu~ 

Pembunuhan. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai 

berikut: 

Bab I. 

Bab II. 

PENDAHUI,UAN 

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan 

Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, 

Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika 

Penulisan. 

TINJAUAN UMUM TENT ANG PEMBUNUHAN 

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian 

Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pembunuhan 

dan Jenis-Jenis Pembunuhan. 

Bab III. TINJAUAN UMUM TENT ANG KETERANGAN TERDAKW A 

DALAM HUKUM ACARA PIDANA 

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang Keterangan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Abdul Hakim Harahap - Peninjauan Kembali Terhadap Keterangan Terdakwa dalam Perkara ....



II 

Terdak:wa Menurut Hukum Acara Pidana, Sistem pembuktian dan Alat

Alat Bukti serta Jenis-Jenis Alat Bukti. 

Bab IV. KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM TINDAK 

PIDANA PEMBUNUHAN 

BabY. 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Kedudukan Keteraagan 

Terdak:wa Dalam Tindak: Pidana Pembunuhan, Akibat Hukum 

Perubahan Keterangan Terdak:wa di Kepolisian dengan di Depan 

Pengadilan, Kasus dar1 Tanggapan Kasus. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bagian akh\r penulisan skripsi ini ak:an diberikan kesimpulan 

da..'1 saran. 
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BABII 

·TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidar.a 

banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki mclma yang sama dengan 

tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain: 

1. Perbuatan melawan hukum. 

2. Pelanggaran pidana. 

3. Perbuatan yang boleh dihukum. 

4. Perbn~tan yang dapat dihukum.5 

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau 

yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka 

orang yang melakukan atau mengabaikan dian cam dengan hukuman. 6 

Menurut Moeljatno "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau 

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau 

peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang 

5 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 
1983, hlm. 32. 

6 R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, 
Bogor, 1991, hlm. 11. 
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berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, 

kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan 

culpulate. 7 

Secara dogmatis rr1asalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana 

adalah membicarakan tiga hal, yaitu : 

1. Perbuatan yang dilarang. 

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan 

yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang terrnuat 

dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana. 

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. 

Tentan.g ora..'lg ya..'lg melaku.lca..11 perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: 

setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas 

perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang. 

3. Pi dana yang diancamkan. 

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang 

dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik 

hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan. 8 

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "Straa.fbaarfeif' 

yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana 

7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,,Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62. 
8 Pipin Syarifm, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, him. 44. 
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(KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenat apa yang sebenamya 

dimaksud dengan perkataan "Straajbaarfeit". 9 

Perkataan ''feit" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari 

suatu kenyataan" atau "een gedeele van werkwlijkheid' sedang "straaf baar " 

bera.rti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "straafbaarfeit" itu dapat 

diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh 

karena kelak diketahui !Jahwa yang dapat di hukum itu sebenamya adalah manusia 

sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuata..'1 ataupu.'1 tindakan. 10 

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, temyata pembentuk 

Undang-undang telah memberikan suatu penjelao;;an mengenai apa yang sebenar-

nya telah dimaksud denga.'l perkata&'l. "straajbaarfeif' sehingga timbullah doktrin 

tentang apa yang dimaksud dengan "straafbaarfeit" 

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang 

"straajbaarfoif' adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah 

ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus 

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 

memaksa yang terdapat didalamnya 11 

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang "straajbaarfeif' sebagai 

9 Ibid. , him. 45. 
10 Ibid., hlm. 46. 
11 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21. 
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suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. 12 

Menurut Pompe straajbaarfeit dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan s~ngaja atau tidak sengaja 

telah dilakuk:an oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 

tersebut ad:tlah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan 

umum. 13 

Simons memberi defcnisi "straajbaarfeif' adalah sebagai suatu tindakan 

melanggar huk:um yang telah dilakuka..'1 dengan sengaja ataupun tidak dengan 

sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan 

yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum. 

P. 1 • .,!~- T t1 • 1 . 'lah • dak 'dan I '1 h • • d' ak . ~.~.u.r~-n ptua:."'la ~'1~ones1a mengena ISth tm ~ p1 a. stl ru:£ 1n1 1 p at 

sebagai pengganti perkataan straajbaarfeit, yang berasal dari Bahasa Belanda. 

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah 

perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukurn) atau 

secara kriminologis. 

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara 

para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada 

dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang 

12 EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 
him. 102. 

13 Ibid., him. 103. 
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dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat 

yang di larang·dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa 

merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tar..pa sesual.u sebab. 

Kemarnpuan bertanggung jawab, meuurut Kitab Undang-Undang Pidana 

Indonesia seseora.'lg yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nukum atau bersifat melawan 

hukum, <>kan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersehut juga harus memenuhi 

syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau 

bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas 

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat 

dipert311ggung jawabkan" , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla 

poena sine culpa) 14
. 

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung 

jawaban pidana diperluk:an syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. 

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak 

mampu untuk di pertanggung jawabkan. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan 

tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur huk:um pidana 

11~- · ' 'J:r1esia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pi dana yaitu : 

14 Ibid., him. I 05. 
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1. Simons15 

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanyu. penerapan 

sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangny~, 

kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab. 

2. Van Hamel 16 

Van Hamel_ menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu 

keadaa..'l normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya 

kemampuan pada diri perilaku. 

3. Van Bemmelen 17 

Van Bermnelen menyatakan bah,va seseorang dapat dipertanggung jawabkan 

ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 

(dua) unsur yaitu :18 

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi : 

71. 

1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang 

15 Ibid., him. 103. 
16 Ibid. , hlm. 104. 
17 Ibid., him. 105. 
18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 
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menyebabkan pidana. 

2) Akibat· perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau 

membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma 

hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum. 

3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan mt dapat terjadi pada 

waktu ntelakukan perbuatan. 

4) Sifat melaw~n hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan 

hukum tersebut jika bertcntangan dengan U..'ldang-undang. 

b. Unsur bersifat subjektif. 

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman 

P1.:>djoharnidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa 

pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur 

tersebut antara lain :1" 

1) Harus ada perbuatan man usia. 

2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. 

3) Terbukti adanya doda pada orang yang berbuat. 

4) Perb1 ~ .: 4an untuk melawan hukurn. 

19 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya 
Paramita, Jakarta, 1997, him. 22. 
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5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang. 

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak 

pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :20 

1) Perbuatan man usia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan). 

2) Diancam dengan pidana (strajbaar gestelde). 

3) Melawan hukum (erzrechalige) . 

4) Dilak:ukan dengan kesala..~a11 (met schuld in verbandstaand) . Oleh orang 

yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) . 

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strajbaarfeit yaitu :21 

1) Perbuata.tJ. orang. 

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 

unsur ShOjektif dari strajbaarfeit yaitu : 

1) Orang yang mampu bertanggung jawab. 

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan 

kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana 

perbuatan itu dilakukan. 

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka 

haruslah dipenuhi ~ ,-~erapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain : 

20 EY. Kanter dan SR. Sianturi, Op.Cit, him. 121. 
21 Ibid. , hlm. 122. 
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I) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum. 

2) Mampu bertanggungjawab. 

3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan. 

4) Tidak ada alasan pemaaf. 22 

Untclc mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan 

dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa 

syarat : 

a. Melakukan perbuata11 pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; 

b. Mampu bertanggung jawab; 

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja 

.hati-hati; 

d. Tidak adanya alasan pemaaf. 23 

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hokum 

Sebagaimana telah disebutk8n di atas perbuatan pidana (delik) adalah 

perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur 

dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan 

perbuatan tersebut sesuai denga..1 larangan itu dengan sendirinya dapatlah 

dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. 

22 Ibid., him. 123. 
23 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 

1982, hlm.44. 
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ad.b. Mampu bertanggungjawab 

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal : 

i) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa aka! (Pasal 44 KUHP); 

2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP). 

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat 

melawan hukumnya dan sesuai denga!1 keinsyafan itu mampu untuk menentukan 

kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggara.'1 merek maka kemampuan 

bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan: 

1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak 

lain yru.1g tela.:.'-1 terdaftar. 

2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan. 

3) Menyesatkan masya..akat mengenai asal barang atau asal jasa. 

4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan 

indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama. 

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang 

hati-hati 

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk 

dari kesalahan. Si pelaku telah d: anggap bersalah jika ia melakukan perbuatan 

pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. 
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Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 

dan 93. 

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf 

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus 

kesalahan dari terdakwa. 

C. Pengertian Pembunuhan 

Perkataa.'1 pembunuha.'1 yang berasal dari kata dasar bu.'1uh, dala.rn 

pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan m~nghilangkatt jiwa atau 

nyawa. 24 Dengan demikian pembunuhan terse but dapat diartikan dengan suatu 

perbuataa manusia yang dilakukan dengan sengaja 1mtuk menghilangkan jiwa/ 

nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara 

melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya 

jiwa orang lain. 

Apabila kata "tindak pidana" dengan "pembunuhan" digabung dalam satu 

kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangk.an 

nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana 

jelas bert~ntangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana. 

Tindak. pi dana pembunuhan adair h suatu perbuatan menghilangkan nyawa 

24 Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 
2003, hal. 1079. 
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oi·ang lain dengan serrgaja.25 

Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". Kata nyawa, 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berik:ut : 

1. Pemberi hidup kepCl_da badan wadak, 

2. Jiwa, roh.26 

Sedang kata "jiwa" dimuat artinya antara lain : 

a. Roh manu:sia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup ). 

b. Seluruh kehidupan batin manusia. 27 

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada 

manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia 

yang secara umum disebut pembu.:.-;.uhan. 

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut 

uengan "penganiayaan" tta.api KU ... -IP sendiri tidak memuat arti penganiayaan 

tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya 

sebagai berikut : "perlakuan yang sewenang-wenang". 

D. Jenis-Jenis Pembunuhan 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa 

pasal-pasal tertentu tentang masalah tin ~ 'k pi dana pembunuhan. Pada garis 

25 Ibid, hal. 1079. 
26 Ibid., hal. 790. 
27 Ibid, hal. 475. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Abdul Hakim Harahap - Peninjauan Kembali Terhadap Keterangan Terdakwa dalam Perkara ....



24 

besarnya jenis-jenis/macarr. tindak: pi dana pembunuhan yang dikenal dalam hukum 

pidana dibagi atas : 

1. Pembunuhan biasa (doodslag), 

2. ?embunuhan untuk menyelamatkan diri (noodweer) , 

3. Pembunuh3Il yang direncanak:an terlebih c:ifl.hulu (moord) 

4. Fembunuhan terhadap anak: (Kinderdoodslag) 

5. Pembunuhan anak yang direncanak:an (Kindermoord) .28 

Untuk memudahkan pemahaman pemaha.-nan bagi kita tentang jenis-jenis 

tindak: pidana pembunuhan di atas, berikut ini ak:an diuraikan satu demi satu 

sehingga jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini. 

ad. l _ Pembunuhan Diasa (Doodslag). 

Pembunuhan biasa ( doodslag) adalah merupak:an suatu perbuatan 

menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang itu. Pem-

bunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidan.ll diatur secara tegas 

dalam Pasal 338 yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan 

jiwa orang lain, dihukum karena mak:ar mati, dengan hukum penjara selama-

lamanya 15 tahun". 

Kejahatan ya11g diatur dalam Pasal338 KUH Pidana dinamakan makar mati 

28 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2002, hal. 55 . 
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atau dalam istilah hukum disebu! dengan "dcodslag".29 Dalam hal ini diperlukan 

adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang 

lain, dimana perbuatan itu dilakukan dengan adanya niat dan dengan adanya unsur 

kesengajaan tanpa ada pikir panjang teriebih dahulu. 

ad. 2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (Noodweer) 

Yang dimaksud ciengan pembunuhan untuk menyelamatkan diri dabm hal 

ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ibu yang mengakibatkan 

matinya orang tersebut, perbuata..'1 mana dil~tcukan semata-mata untuk 

menyelamatkan dirinya dari bahaya. 

ad. 3. Pembunuhan yang direncanaka.Tl terlebih d?.~ulu 

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu ( Voor bedachte rade) yaitu 

antara timbulnya maksud untuk membunuh det.gan pelaksanaannya itu masih ada 

tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara 

bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. 30 

Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu 

perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar 

seseorang yang dikehendakinya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya. 

Dalam KUH Pi dana pengertian pembunuhan bt>-: ~ncana ini diatur di dalam 

29 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan 
Prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 19. 

30 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana /, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999. hal. 442. 
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Pasal340 KUH Piuana: 

"Barang siapa· dengan sengaja dan direncanak:an lebih dahulu menghilangkan jiwa 

orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanak:an (Moord), dengan hukuman 

mati atau penjara seumur hidup atau per..jara sementara selarna-lamanya dua puluh 

tahun ". 

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, 

bahwa umuk mewujudkan ma.Ksudnya si pelak:u mempunyai wa.IQu yang cukup 

dari saat perencanaan sampai pelak:sanaan tindak:an pembunuhan. 

ad. 4. Pembunuhan terhadap anak: (Kinder Doodslag) 

Pembunuhan terhadap anak: (kinder doodslag) dengan tegas diatur dalam 

Pasal 341 KUH Pi dana. 

ad. 5. Pembunuhan anak: yang direncanak:an \Kinder lv.1.oord). 

Yang dimak:sud dengan pembunuhan anak: yang direncanak:an (kinder 

!lloord) adalah suatu pembunuhan yang dilak:ukan oleh seorang ibu yang untuk 

menjalankan keputusannya yang diambil oleh karena rasa takut ketahuan bahwa ia 

tidak: lama lagi ia ak:an melahirkan anak:, dengan sengaja menghilangkan jiwa 

anaknya pada ketika atau sejurus setelah melahirkan. 

Dalam hal pembunuhan anak: yang direncanak:an ini r'; 'erlukan suatu syarat 

bahwa yang tindak:an berupa perencanaan tersebut diambil sebelum kelahiran itu 

tiba, namun setelah terlebih dahulu direncanak:an untuk membunuh si anak yang 
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akan lahir kemudian. 

Perbedaan prinsipil antara pembunuhan terhadap anak (kinder doodslag) 

dengan pembunuhan anak yang direncanakan (kinder moord) terletak pada adanya 

suatu ketegasan bahwa dalam pembunuhan a.'1ak (Pasal 341 KUH Pidana) tidak 

diperlukan adanya rencana untck membunuh anak pada saat masih dalam kan

dungan, sedangkan daiam pembunuhan anak direne;anakan terlebih dahulu (Pasal 

342 KUH Pidana). Tindakan perencanaan tersebut mutlak harus dipen'Jhi agar 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh ibu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG KETERANGAN TERDAKWA DALAM 

HUKUM ACARA PIDANA 

A. Keterangan Terdakwa Menurut Hu:mm Acara Pidana 

28 

Berbicara ten tang isi dan nihi keterangan seorang saksi berarti mengkaj i 

kebenaran daripada keterangan saksi tersebut. Menurut Pasal 185 ayat 5 KUfi.P_p 

baik pendapat maupun rekaan ya!lg diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan 

merupakan keterangan saksi. Sedangkan pacta penjelasan Pasal 185 ayat (1) 

disebutkan : dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari 

orang lain atau yang disebut dengan testimonium de auditu. 

Dengan demikian jelaslah bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari 

orang lain bukanlah merupakan alat bukti yang benar. 

Para sarjana pacta umumnya menolak kesaksian de auditu sebagai alat 

bukti kesakt;ian. SM. Amin mengatakan memberi daya upaya bukti kepada 

kesaksian-kesaksian de audimi sendiri "tidak dipegang lagi, sehingga memperoleh 

juga der.gan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan 

oleh seseorang di luar sumpah. Selanjutnya disebutkan " keterangan de auditi " 

rasanya lebih tepat, tidak diberi daya bukti yang dapat diangggap mempu' '· ::ti dasar 

kebenaran. Dalam keterangan yang demikian, hanyalah kenyataan diceritakan 
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keterangan-keterangan tersebut kepada saksi de auditu ". 3 1 

Wirjono Prodjodikoro juga menolak kesaksian de auditu sebagai alat bukti, 

beliau meilgatakan " . . . . . . hakim di larang memakai sebagai alat bukti suatu 

keterangan saksi de auditu " yaitu tentang suatu keadaan dimana saksi itu hanya 

mendengar keterangan dari orang laiG. Larar..g<h1 semacam ini baik, bahkan sudah 

semestinya, akan te~api harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang 

menerangkan telah mendengar tetjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian 

semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu s~ia. Mungkin sekali hal 

pendengaran suatu peristiwa dari orang lain, itu dapat berguna untuk penyusunan 

suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa .... ". 32 

Dari ketentuan KUHAp dan pendapat kedua sa.-jana sebagaima..1a yang 

disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaksian de auditu tidak 

diperkenankan sebagai alat bukti. 

" Demikian kesaksian de auditu perlu didengar oleh hakim walaupun tidak 

mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan 

hakim yang bersumber kepada kedua alat bukti yang lain ". 33 

Selanjutnya perlu juga dijelaskan tentang kesaksian berantai (ketting 

bewijs) Pasal 185 ayat 4 menyatakan " keterangan beberapa saksi yang berdiri 

hal. 242. 

31 S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. Ill. 
32 Wiijono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, 1976, hal. 80. 
33 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, 
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sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau k~adaan dapat digunclcan sebagai suatu 

alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan saksi 

yang lain sederr.ikian rupa, sehingga dapat memberikan benar adanya suatu 

kejadian atau keadaan tertentu. Pasal ini merupakan pengecualicn dari Pasal 185 

ayat (2) yang mengatakan : " keterangan seo~ang saksi saja tidclc cukup 

membuktikan bahwa terdakwalah ya11g bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya ini lebih diicenal dengan " unus testis nullus testis " atau 

satu saksi bukan saksi. 

Berdasarkan penjel~san Pasal 184 KUHAP dapat disimpulkan bahwa 

keterangan satu saksi bukan saksi, hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan 

singkat, tidak berla.Jc!.1 bagi pemeriksaan cepat. Secara lengkap pePJe!asan Pasa! 

184 menyebutkan : " Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup 

didukung satu alat bukti yang sah. 

Sebagaimana telah disebutkan pada uraian-uraian terdahulu bahwa tujuan 

dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang 

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana. Jelaslah betapa besar peranan 

hakim dalam menca.-i kebenaran yang materil itu sehingga disebutkan bahwa 

hakim itu merupakan sumber hukum. 

Demikian halnya dalam menilai alat -alat bukti di samping hakim terikat 

dengan alat bukti yang ada, hakim juga masih dibarengi dengan keyakinannya, 

namun harus berdasarkan aturan-aturan atau patokan-patokan yang berlaku. 
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Hakim dalam menilai kebenaran ketcrangan seorang saksi harus 

memperhatikan : 

1. Persesuaia...'1 antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. 

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti. 

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk mcmberikan keterangan 

tertentu. 

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya 

dapat mempengaruhi dapat tidaknya itu diperca.ya (Pasal 185 ayat 6 KUHAP) 

B. Sistem pembuktian dan Alat-Alat Bukti 

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai alat-alat bukti tidak 

terkecuali juga terhadap keterangan-keterangan saksi yang sah untuk menyusun 

konklusi yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dengan mengemllkakan 

unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, 

kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pi dana 

ataukah tidak, serta menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya 

setimpal dengan perbuatan, jujur dan adil. 

Penilaian hakim tentang keterangan saksi-saksi mungkin tidak berarti 

banyak dalam proses peradilan (persidangan), apabila hakim menilai dengan 

keyakinannya bahwa keterangan-keterangan itu tidak benar. 

" Seratus kesaksian dapat sama dengan satu kesaksian, karena hakim dapat 
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menduga bahwa semua saksi itu mengatakan yang tidak benar ".34 

Hakim dalam penilaiannya tentang keterangan saksi terhadap alat-alat 

bukti lain, tidak bobh bertindak semena-mena, sehingga tujuan untuk memperoleh 

kebenaran dan keadilan yang material menjadi kabur atau bahkan tidak te!'capai 

sama sekali. Penilaian hakim tersebut harus berdasarkan sistem atau teori 

pembuktian yang dianut dalam KUHAP. 

Suatu pembuktian yang betul-betul sesuai dengan kebenaran tidaklah 

mungkin mencapai, maka hukum acara pidana sebenarnya hanya menunjukkan 

jalan untuk berusaha mendekati sebany<:!k mungkin persesuaian dengan kebenaran 

dan keadilan. Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat 

menetapkan sesuatu hal yang cenderung keparla kebenaran dan keadila..'l.. 

" Proses pembuktian berarti juga memberikan kepastian kepada hakim tentang 

adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Hakim harus mengkonstatif peristiwa, 

mengk:ualifisimya maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang 

berdasarkan atas pembuktian tersebut ". 35 

Sebagaimana manusia lainnya, hakim adalah individu yang nisbi, oleh 

karenanya ia tidak akan luput dari kesalahan. Tentunya tidak mustahil pula apabila 

hakim salah dan khilaf dalam menetapkan suatu keyakinan dan putusan dalam 

perkara pidana, sehingga dapat menusuk dan merobek kepentingan umum yang 

34 Harun Ointing, Hukum Pembuktian, Fak. Hukum USU, Medan, 1974, hal. 7. 
35 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 

103 . 
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dilindungi hukum. 

Untuk·menghindarkan hal tersebut maka hakim berpedoman kepada sistem 

atau teori pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam ilmu 

pengetahuan hukum pembuktian dikenal beberapa sistem atau teori yang menjadi 

dasar atau pedoman hagi hakim. Dalam mempertimbangkan dan me:1ilai alat-alat 

bukti yang dimajukan dalam suatu perkara pidana. 

1. Sistem positiefwettelijk 

Sistem atau teori ini disandarkan semata-mata kepada alat bukti yang 

ditetapkan oleh und<!ng-undang positif dalam menentukan apakah terdakwa 

terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa adanya 

keyakinan hakim. 

Sistem pembuktian yang didasarkan kepada undang-undang semata ini 

mempunyai alasan untuk menyingkirkan segala pertimbangan hakim dan 

keyakinannya yang bersifat subjektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya 

hakim hanya bergantung kepada ada tidaknya sejumlah alat bukti yang formal 

tercantum di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti formal tersebut telah tegas, 

maka sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, 

walaupun putusan yang dijatuhkan tersebut menurut perasaan dan keyakinannya 

belum mantap baginya sendiri. 

Dengan demikian, misalnya jika peraturan menetapkan bahwa dalam 
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pembuktian dipergunakan dua alat bukti formal saJa, sudah cukup menentukan 

apakah kesalahan terdakwa telah terbukti, maka hakim harus menjatuhkan putusan 

pidana kepada terdakwa, tanpa perlu lagi adanya unsur keyakinan hakim. 

Contoh : dalam suatu kasus perkara pidana telah diperiksa dua orang saksi yang 

mengatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim 

mesti menghukum tcrdakwa walaupun ia sendiri tidak yakin ternadap k~terangan 

saksi-saksi tersebut. 36 

Pembuktia11 berdasarkan undang-undang (positief wettelijk) mt 

mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelenggaraan proses peradilan, 

dan bagi perkara pidana yang ringan dapat mempermudah hakim mengambil 

lrPnntnc~n lr~rPn~ rPst.lro kekelu·ruan relati• f Jr.,.,..; I ........ -y----..... '-4.&.£. ·~----............... .......... .L'Io.. ... ,. ................... 

Dalam peradilan pidana yang tidak nngan sudah banyak keberatan 

terhadap penggunaan azas ini, karena ada kecenderungan absolut memperlakukan 

pemeriksaan secara inguisitor, apabila sudah terdapat pengakuan terdakwa dan 

keterangan saksi, hakim wajib memberikar. putusan sekalipun dirasakan 

pengakuan itu hanya versi reka-rekaan saja (tidak objektif). 

Teori atau sistem ini lebih banyak dipakai daiam pemeriksaan dan 

mengadili perkara perdata. Karena di dalam hukum acara perdata yang ingin 

dicapai adalah kebenaran dan keadilan yang formil. 

;;~{Martiman Projohamidjoyo, Sistem Pembuktian dan Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1983, hal. 16. 
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2. Sistem Negatief Wettelijk 

Sistem atau teori pembuktian ini didasarkan menurut keyakinan hakim 

yang timbul dari atau karena melih~t, menilai dan mempertimbangkan alat-alat 

'bukti yang dalam undang-undang sudah diatur. 

Dalam sistem atau teori pembuktian negatief wettelijk ada dua hal ya:1g 

merupakan syarat, yaitu : 

a. Wettelijk, dimaksudkan bahwa alat-alat bukti yang sah dapat dimajukan dalam 

persidangan sudah ditetapka..'1 secara limitatif di dalam undang-undang. 

b. Negatief, oleh karena dengan alat-alat bukti yang ditetapkan undang-undang 

saja belum cukup untuk hakim menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, 

apabila a!at-alat bukti tersebut belum menimbulkan key<"kinan bagi hakim, 

bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti 

bersalah melakukannya. 

3. Sistem Conviction Intime 

Sistem ini semata-mata hanya berdasarkan atas keyakinan hakim yang 

timbul dari hati nurani atau sifat kebijaksanaannya, tanpa terikat kepada aturan

aturan hingga keyakinan menurut sistem ini sangat subjektif dalam menentukan 

apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. 

Sistem atau teori ini menyerahkan kebebasan yang mutlak kepada hakim 

untuk mempergunakan keyakinan belaka, tanpa perlu melihat dan 
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mempertimbangkan alat-alat bukti yang dimajukan dalam pemeriksaan terhadap 

suatu perkara. · 

Sistem conviction intime ini adabh merupakan sistem pembuktian yang 

kontradiksi dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (positief 

wettelijk). 

4. Sistem Conviction Raison~e 

Sist~m pembuk.iian ini adalah berdasarkan kepada keyakinan hakim atas 

dasar-dasar pertimba.r1ga.TJ. yang sesuai dengan. logika dan hakim tidak hanya terikat 

kepada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian 

selain alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, hakim juga dapat 

mempergunakan alat-alat bukti lain yang tidak diatur undang-undang (diluar 

undang- undang ) atau disebut alat-alat bukti bebas (vrije bewij) dan disertai 

dengan alasan-alasan yang logis. 

Dengan demikian antara alat-alat bukti yang dimajukan ke persidangan 

haruslah mempunyai hubungan causal dengan keyakinan hakim. 

Sistem atau teori pembuktian manakah yang dianut dan dipakai oleh 

Hakim Indonesia menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP)? 

Menurut KUHAP, hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa 

memakai dan menganut sistem atau teori pembuktian negatief menurut undang

undang (negatiefwettelijk). Hal ini terrefleksi dari bunyi Pasal 183KUHAP: 
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Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalaa yang be:rsalah melakukannya. 

Di dalam Pasal 183 KUHAP tersebut terkandung dua hal yang penting 

yaitu: 

a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, 

b. Dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa : 

1) Tindak pi dana telah terjadi. 

2) Rterdakwa telah bersalah. 

Kata sekurang-kurangnya dua alat bukti . . . . . . . . .. Yang memberikan 

limitatif dari dua alat bukti ya..11g minimal yang harus disa..T.paikan pa(la acara 

pembuktian di persidangan. 

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah yang 

ditetapkan undang-undang serta keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. 

Sehingga dengan demikian, meskipun ada empat, lima atau enam saksi 

yang diajukan dalam persidangan, akan tetapi hakim tidak yakin, bahwa tindak 

pidana itu telah dilakukan oleh terdakwa, maka hakim akan membebaskan dan 

melepaskan terdakwa dengan alasan terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan. 
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Oleh karena itu sistem KUHAP yang menganut sistem negatief wettelijk, 

tidak mengizinkan kepada hakim untuk mempergunakan dan menerapkan alat-alat 

bukti lain yang tidak ditetapkan dan diatur dalam undang-undang, dalam hal ini 

ditetapkan oleh Pasal 184 KUHAP. 

Di samping Pasal 1~3 KUHAP, maka sistem negatief wettelijk m1 

tercerminjuga pada Pasall89 ayat (4) KUHAP: 

" keterangan terdakwa saj& tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 

melakuka...'1 perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai 

dengan alat buk:ti lain ". 

Bahwa berdasarkan pengakuan salah saja, haldm tidak boleh menghukum 

terdakwa. Pengak:uan sa!a.~ ta:.1pa diser...ai alat bukti yang lain, merupakan alat bukti 

yang tidak lengkap (onvoldoende bewijs). 

Walaupun hakim yakin, bahwa terdakwa bersalah, akan tetapi keyakinan 

hakim ini hanya dilandasi oleh satu alat bukti berupa keterangan terdakwa, maka 

putusan demikian merupakan tindakan hakim yang melanggar asas dari pada bukti 

minimum yang diminta oleh undang-undang (de leer van het minimum bewijs), 

sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pengecualiaan terhadap azas ini 

hanya boleh terhadap acara pemeriksaan cepat/singkat. Dalam pemeriksaan 

terhadap perkara cepat (tindak pidana ringan) keyakinan hakim cukup didukung 

oleh satu alat bukti yang sah saja (penjelasan Pasal 184 KUHAP). 
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Dalam sistem hukum acara pidana yang menganut sistem pembuktian 

negatief wettefijk, alat-alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk 

pembuktian adalah alat-alat bukti yang jenisnya telah ditetapkan daiam undang

undang secara formal dan limitatif. 

C. Jenis-Jenis Alat Bukti 

Di dalam KTJHAP, alat-alat bukti yang sah c!iatur dan ditetapkan dalam 

Pasall84 Kl.JHAP: 

1. Alat bukti yang sah ialah : 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa. 

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

a. Keterangan saksi. 

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 

pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu 

(Pasal 1 angka (27) jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP. 
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b. Keterangan ahli. 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan oleh 

seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pa<:>al l 

angka 28 jo Pasal 186 KUHAP). 

Daiam penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan, keterangan ahli ini dapat juga 

diberika!1 pada waktu pemeriksaan olch penyidik atau penuntut umum yang 

dituangka..'1 dalam suatu bentuk laporan da..'1 dibuat dengan mengingat sumpah 

di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. 

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 

penuntut lliuum, mak:a pada pemeriksaa.•1 di sidang, dimirtta untuk memberika..'1 

keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut 

diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. 

Seorang ahli juga wajib mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan 

memberikan keterangan yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan dalam 

bidang keahliannya (Pasal 179 ::tyat (2)). 

c. Surat. 

Pasal 187 KUHAP menyatakan : 

'' )nrat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf (c), dibuat atas 

sumpahjabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: 

1) Berita acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh penuntut urn urn yang 
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berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan 

tentang· kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 

sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya 

itu, yaitu : Berita pemeriksaan (proses verbal) yang dibuat oleh POLRI. 

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

surat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 

menjadi t?nggung jawabnya dan ya11g diperuntukkan bagi pembuktian 

sesuatu hal atau sesuatu keadaan, yaitu sertifikat tanah yang dibuat oleh 

Badan pertanahan. 

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

kea:.lllia:.-mya I!lengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 

resmi dari padanya yaitu : Visum et ripertum, yang dibuat oleh dokter 

kehakiman. 

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku j ika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain, yaitu surat-surat biasa, yang dibuat akte di 

bawah tangan. 

d. Petunjuk. 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainnya, 

baik ~r-. <'lra yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pi dana itu 

sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya (Pasal 188 ayat ( 1) ). 
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Pada ayat (2) Pasal 188 tersebut dijelaskan bahwa Petunjuk sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (l) hanya dapat diperoleh: 

1) Keterangan saksi, 

2) Suart-surat 

3) Keterangan terdakwa. 

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 

dilakukan oleh haki!TI dengan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan 

denga.."1 penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya. Hal ini diatur }>ada Pasal 

188 ayat (3) KUHAP. Pasal ini bertujuan untuk mengingatkan para hakim, agar 

mereka dalam membuat penilaian atas kekuatan pembuktian dari sesuatu 

petu."ljuk itu haruslah benar-benar a.rif da.'1 bijaksa."la. 

e. Keterangan terdakwa. 

Ketera.ngan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri 

(Pasal 189 ayat 1 KUHAP). 

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang seperti keterangan terdakwa 

yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, dapat 

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan 

terdakwa itu ·;c!ukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal 

yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat 2). 

Pada Pasal 189 ayat (3) dikatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Abdul Hakim Harahap - Peninjauan Kembali Terhadap Keterangan Terdakwa dalam Perkara ....



43 

dipergunal(an terhadap dirinya sendiri. 

Hal ini penting sekali dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin 

mencapai kebenaran materil, agar terdakwa yang diperiksa jangan membawa

bawa atau mengikut sertakan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan 

dirinya, sehingga dengan demikian menghindari adanya fitnah terhadap pihC'k 

yang tidak bersalah. Hal ini mungkin saja dilakukan oleh terdakwa, karena 

dalam memberikan keter2.-'1gannya ia tidak mengucapkan sumpah atau janji, 

gehingga tidak ada rasa beban mmai untuk berbohong dan memfitnah pihak 

lain. 

Selanjutnya pada Pasal189 ayat (4) dijelaskan bahwa keterangan terdakwa saja 

{df- cukup untuk membuktikati bah\va ia bersalat1. melalillkan perbuatan y3.L~g 

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 

Ke(entuan i1il juga perlu 11ntuk menghindari terjadinya penghukuman terhadap 

seorang terdakwa yang sesungguhnya tidak bersalah, tetapi mengaku telah 

melakukan suatu tindak pidana. Pengakuan ini hanya bertujuan untuk 

melindungi pelaku kejahatan yang sebenarnya, yang masih berkeliaran dan 

tetap menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketenteraman di dalam 

masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6_ 

Pada akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir pembahasa'l skripsi ini 

dimana akan diberikan ke impulctn dan saran atas pembahasan yang telah 

dilakukan. 

A. Kesimpulan 

l. Kedudukan keterangan terdakwa da!am suatu pemeriksaan tindak pidana 

pembunuhar.. adalah merupakan salah satu alat bukti, dengan syarat: 

a. Keterangan ana diberi_kan harus atas sumpah. Sumpah tersebut 

diucqpkan sebelum atau sesudah memberik:an keterangan. 

b. Keterangan itu hams diwaj ibkan menurut undang-undang atau menurut 

peraturan ang menentukan akibat huk:um pada keterangan itu. 

c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini dengan sadar 

diketahui oleh saksi (pemberi keterangan) tersebut. 

2. Akibat hukum terjadinya perubahan keterangan terdakwa dalam kasus 

pembunuhan di kepolisian dengan di depan pengadilan, maka keterangan 

yang dipakai oleh hakim adalah keterangan yang dibuat di depan 

persidangan. 
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B. Saran-Saran 

1. Sandera ang merupakan alat paksa terhadap kewajiban mengucapkan 

sumpah haruslah sungguh-sungguh diterapkan dan diluksanakau tanpa 

kecuali, terhadap saksi yang menolak sumpah. Dengan demikian akan 

menegakkan ke iba\· aan dan kepastian hukum termasuk keterangan 

terdakwa. 

2. Hakim ketua sidang harus denga.J.l tegas menolak alasan atau dalih yang 

diajuka...'1 oleh saksi ang bennaksud untuk mengingkari dan menolak 

kewajibannya, demi kepentingan negara, kepentingan umum atau 

kepentingan hukum. Sebab adakalanya di dalam hukum lebih 

mementing.!(a.Tl kepentingan tL'TIUITI dari pada kepentingan pribadi. 
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